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Abstract

Every crime may be perceived as a social phenomenon and also a disturbance
to society's peace and order. Society may react by imposing criminal sanctions.
Implementation of the criminal law as reaction against social disorder, however,
depends on what kind of criminal policy had been developed. This study reveals
that a combination of penal and non-penal measures, including a value policy,
underscored how the criminal policy had been formulated, applied and

executed.

A. PENDAHULUAN

Kejahatan, baik dalam arti se
bagai tindak pidana (konsepsi yuri
dis) maupun dalam arti sebagai peri
laku yang menyimpang (konsepsi
sosiologis), eksistensinya diakui dan
diterima sebagai suatu fakta, baik
oleh masyarakat yang paling seder
hana maupun oleh masyarakat yang
paling modern. Salah satu alasan
pengakuan terhadap eksistensi ke
jahatan tersebut, karena kejahatan
itu merupakan salah satu bentuk
tingkah laku manusia yang sangat
merugikan masyarakat, seperti pe
merkosaan, pembunuhan, peng
aniayaan, perampokan, dan lain-
lain.

Kejahatan sebagai salah satu
bentuk tingkah laku manusia yang
sangat merugikan masyarakat (ka
rena mengancam norma-norma
yang mendasari kehidupan atau ke
teraturan sosial, dapat menimbulkan
ketegangan individu maupun ke
tegangan-ketegangan sosial), tidak
saja diakui oleh para ahli secara

perorangan atau oleh masyarakat

tertentu, tetapi juga oleh masyarakat

bangsa-bangsa melalui kongres-
kongres internasional, antara lain
dinyatakan di dalam :

a. Laporan Kongres PBB ke-5 ta
hun 1975 di Jenewa, telah di
nyatakan bahwa tidak diragukan
lagi kejahatan telah membawa
akibat-akibat sebagai berikut:

1) Mengganggu atau merintangi
tercapainya tujuan nasional

2) Mencegah penggunaan opti
mal sumber-sumber nasional

b. Kongres ke-6 tahun 1980 di Ca
racas, dalam salah satu pertim
bangan deklarasinya, antara
lain dinyatakan :

‘Bahwa fenomena kejahatan
melalui pengaruhnya terhadap
masyarakat, mengganggu selu
ruh pembangunan bangsa-bang
sa, merusak kesejahteraan rak
yat baik spiritual maupun materi
al, membahayakan martabat ke
manusiaan dan menciptakan
suasana takut dan kekerasan
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yang merongrong kualitas ling

kungan hidup.”

Berdasarkan luasnya dampak
negatif yang ditimbulkan oleh ke
jahatan, dapat dipahami apabila
bangsa-bangsa di dunia berupaya
dengan segala daya yang ada untuk
melakukan penanggulangan terha
dap kejahatan. Salah satu upaya
penanggulangan terhadap kejahat
an yang telah dilakukan selama ini
bahkan merupakan cara yang paling
tua setua peradaban manusia itu
sendiri, ialah menggunakan hukum
pidana dengan sanksinya berupa
pidana.

Beberapa alasan pengguna
an hukum pidana sebagai sarana
penanggulangan kejahatan dike
mukakan oleh :

a. Roeslan Saleh menyatakan :

1) Perlu tidaknya hukum pidana
tidak terletak pada persoalan
tujuan-tujuan yang hendak
dicapai tetapi terletak pada
persoalan seberapa jauh un
tuk mencapai tujuan itu
boleh menggunakan paksa
an; persoalannya bukan ter
letak pada hasil yang akan
dicapai, tetapi dalam pertim
bangan antara lain dari hasil
itu dan dalam dari batas-
batas kebebasan pribadi
masing-masing.

2) Ada usaha-usaha perbaikan
atau perawatan yang tidak
mempunyai arti sama sekali
bagi si terhukum dan di
samping itu harus ada reaksi
atas pelanggaran-pelanggar
an norma yang telah dilaku
kan itu dan tidaklah dapat di
biarkan begitu saja.

3) Pengaruh pidana atau hukum
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pidana bukan semata-mata
ditujukan kepada si pen
jahat, tetapi juga untuk mem
pengaruhi orang yang tidak
jahat, yaitu warga masya
rakat yang mentaati norma-
norma masyarakat.

b. H.L. Packer menyatakan :

1) Sanksi pidana sangatlah di
perlukan: kita tidak dapat
hidup, sekarang maupun di
masa yang akan datang
tanpa pidana.

2) Sanksi pidana merupakan
alat atau sarana yang terbaik
yang tersedia, yang kita mi
liki untuk menghadapi baha
ya besar dan segera serta
untuk menghadapi ancam
an-ancaman dari bahaya itu.

3) Sanksi pidana ketika merupa
kan “penjamin yang utama
atau terbaik” dan suatu
ketika merupakan “peng
ancaman yang utama” dari
kebebasan manusia. la me
rupakan penjamin apabila di
gunakan secara hemat-
hemat dan digunakan secara
manusiawi. Sebaliknya, ia
merupakan  pengancaman
apabila digunakan secara
sembarang dan secara
paksa.

c. Marc Ancel menyatakan :
Sistem hukum pidana, tindak pi
dana, penilaian hakim terhadap
si pelanggar dalam hubungan
nya dengan hukum secara
murni dan pidana merupakan
lembaga-lembaga yang harus
tetap dipertahankan.'®®

d. Muladi menyatakan :

Hukum pidana dan pidana ma

sih tetap diperlukan sebagai sa

Barda Nawasi Arief, Kebijakan Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan, hal. 24-41, Fakultas
Hukum Undip Semarang, 1991
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rana penanggulangan kejahat
an, karena di dalamnya tidak
saja terkandung aspek rehabili
tasi dan koreksi, juga aspek
pengamanan masyarakat ter
hadap pelaku tindak pidana
yang berat.'%®
Penggunaan hukum pidana
dalam menanggulangi kejahatan,
dalam kenyataannya bukan saja
tidak mampu menanggulangi pen
deritaan yang sangat besar bagi
yang terkena, baik sebagai akibat
dari proses menegakkannya (dalam
arti sempit) maupun sebagai akibat
dari pengenaan pidananya. Tidak
yang selalu bersifat sejahtera
(welfare), baik tujuan jangka pendek
berupa resosialisasi terpidana, tuju
an menengah berupa pengendalian
kejahatan, maupun tujuan jangka
panjang berupa kesejahteraan so
sial, seringkali bersifat unwelfare se
bagai dampak penerapan sanksi
negatif berupa pidana, hilangnya
nyawa, stigma sosial, dan sebagai
nya. Dengan kata lain, dalam ke
nyataannya hukum pidana telah ga
gal melaksanakan fungsinya, yaitu
menanggulangi kejahatan (fungsi
primer) dan membatasi kekuatan
pemerintah dalam menanggulangi
kejahatan (fungsi  sekunder)
Namun demikian, kondisi saat ini
belum ada sarana lain yang lebih
baik dalam menanggulangi kejahat
an selain menggunakan hukum
pidana.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas,
maka permasalahan yang dapat
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A s

dirumuskan dalam penelitian ini ada

lah :

1. Apakah yang dimaksud politik
hukum pidana?

2. Bagaimanakah pelaksanaan poli
tik hukum pidanan dalam pe
negakan hukum perdata di Indo
nesia ?

C. PEMBAHASAN

a. Pengertian Pelaksanaan Poli

tik Hukum Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia yang disusun oleh Tim
Penyusun Kamus, Pusat Pembina
an dan Pengembangan Bahasa
yang ditertibkan oleh Balai Pustaka
Departemen Pendidikan dan Kebu
dayaan Cetakan ke-3 tahun 1990,
‘Pelaksanaan adalah proses atau
cara perbuatan melaksanakan.”
Menurut Sudarto'”” “Melaksanakan
politik hukum pidana berarti meng
adakan pemilihan untuk mencapai
hasil perundang-undangan pidana
yang paling baik dalam arti me
menuhi syarat keadilan dan daya
guna. Dalam kesempatan lain beliau
menyatakan'® “Bahwa melaksana
kan politik hukum pidana berarti
usaha mewujudkan peraturan per
undang-undangan pidana yang se
suai dengan keadaan dan situasi
pada suatu wilayah dan untuk waktu
dan untuk masa yang akan datang”
Dengan demikian pelaksanaan po
littk hukum pidana dapat diartikan
sebagai proses atau cara mewujud
kan peraturan perundang-undangan
pidana yang sesuai dengan keada
an dan situasi saat ini dan masa
yang akan datang dalam arti me

Muladi, Stelsel Pidana dan Tindakan dalam Konsep KUHP Baru, Makalah yang disajikan dalam Pena-

taran Nasional Kriminologi yang diselenggarakan oleh Universitas Andalas Padang tanggal 30

Oktober =11 November 1989.

107

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, hal. 159, Alumni Bandung, 198

1% sudarto, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, hal. 20, Sinar Baru Bandung, 1983.




menuhi syarat keadilan dan daya
guna.

Adapun proses atau cara
mewujudkan peraturan perundang-
undangan pidana tersebut dalam
kenyataan mencakup tiga tahap,
yaitu tahap formal, tahap aplikasi,
dan tahap eksekusi yang melibatkan
tiga komponen atau fakta yang
terkait dalam penegakan hukum,
komponen kultur atau nilai hukum,
kompetensi struktur hukum dan
komponen substansi hukum.

b. Pelaksanaan Politik Hukum Pi
dana dalam Penegakan Hu
kum Pidana

Dalam melaksanakan hukum
pidana tidak dapat dilepaskan deng
an pendekatan-pendekatan maupun
tahap-tahap. Hal demikian dimak-
sudkan agar tercapai tujuan yang
optimal dalam wupaya menang-
gulangi kejahatan yang tidak hanya
melihat kepentingan pelakus saja,
melainkan kepentingan pihak-pihak
terkait secara integral, yaitu pelaku,
korban, maupun masyarakat.

1. Pendekatan Integral Antara
Kebijaksanaan Penal dan Non
penal
Usaha-usaha yang rasional

untuk mengendalikan atau menang-

gulangi kejahatan (politik kriminal)
sudah barang tentu tidak hanya
menggunakan secara saran penal

(hukum pidana) tetapi juga dapat

menggunakan sarana nonpenal.

Usaha-usaha nonpenal ini biasanya

penyantunan dan pendidikan sosial

dalam rangka pengembangan tang
gungjawab sosial warga masyara
kat. Penggarapan kesehatan jiwa
masyarakat melalui pendidikan, mo
ral, agama dan sebagainya, pening
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katan usaha-usaha kesejahteraan
anak dan remaja; kegiatan patroli
dan pengawasan lainnya secara
terus menerus oleh polisi dan aparat
keamanan lainnya. Usaha-usaha ini
dapat meliputi bidang yang sangat
luas sekali mencakup seluruh sektor
kehidupan nasional.

Tujuan utama usaha non penal
tersebut adalah memperbaiki kon
disi-kondisi sosial tertentu, namun
secara tidak langsung mem punyai
pengaruh preventif yang nonpenal
itu sebenarnya mempunyai kedudu
kan yang sangat strategis, meme-
gang posisi kunci yang harus di
efektifkan dan di intensitkan. Ke
gagalan dalam meng garap posisi
strategis ini justru akan berakibat
sangat fatal bagi wusaha pe
nanggulangan kejahatan. Oleh ka
rena itu, seuatu pihak politik Krimi
nal harus dapat mengintegrasikan
dan mengharmonisasikan seluruh
kegiatan negara yang terukur dan
terpadu. Dengan demikian, masalah
utamanya adalah mengintegrasikan
dan mengharmonisasi seluruh ke
giatan negara yang teratur dan ter
padu. Dengan demikian masalah
utamanya adalah mengintegrasikan
dan mengarmonisasikan kegiatan
atau politik nonfenal dan penal itu
ke arah penekanan dan pengurang
an faktor-faktor potensial yang me
numbuh suburkan kejahatan.
Dengan pendekatan politik yang in
tegral inilah diharapkan social
defence planning benar-benar dapat
berhasil dan dengan demikian meng
harapkan pula tercapai hakikat
tujuan poltiti yang tertulis dalam
rencana pembangunan nasional,
yaitu kualitas lingkungan hidup yang
sehat dan bermakna.
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2. Pendekatan Kebijakan dan
Pendekatan Nilai
Tiga masalah sentral dalam

politik kriminal dengan mengguna

kan sarana hukum pidana (politik
hukum pidana), yaitu masalah pe
nentuan:

a. Perbuatan apa yang seharus
nya dijadikan tindak pidana;

b. Siapa yang dapat diminta per
tanggungjawaban pidana; dan

c. Sanksi apa yang sebaiknya di
kenakan kepada si pelanggar.
Penganalisaan terhadap ke

tiga masalah sentral di atas tidak da

pat dilepaskan dari konsepsi, bahwa
politik kriminal merupakan bagian
integral dari politik sosial. Ini berarti
bahwa pemecahan masalah-masa
lah tersebut di atas harus pula di
arahkan untuk mencapai tujuan-
tujuan tertentu dari politik sosial
yang telah ditetapkan. Dengan demi
kian politik hukum pidana (termasuk
pula dalam menangani tiga masalah
sentral di atas) harus pula dilakukan
dengan pendekatan yang berorien-
tasikan pada kebijakan (policy
oriented approach). Berdasarkan pa
da pendekatan yang berorientasi
pada politk sosial ini kiranya

Sudarto'®  berpendapat bahwa

dalam menguasai masalah sentral

di atas yang sering disebut masalah

kriminalisasi, harus diperhatikan hal-

hal yang pada intinya sebagai
berikut.

a. Penggunaan hukum pidana
harus memperhatikan tujuan
nasional, vyaitu mewujudkan
masyarakat adil dan makmur
yang merata material dan
spiritual berdasarkan Pancasila.
Sehubungan dengan itu, maka
penggunaan hukum pidana

% sudarto, Op.Cit. hal. 44-48

bertujuan untuk menanggulangi
kejahatan dan mengadakan
penganggaran terhadap tindak
an penanggulangan itu sendiri
demi kesejahteraan dan peng
ayoman masyarakat.

b. Perbuatan yang diusahakan un
tuk dicegah dan ditanggulangi
dengan hukum pidana harus me
rupakan perbuatan yang tidak di
kehendaki, vyaitu perbuatan
yang mendatangkan kerugian
baik material maupun spiritual
atas warganya.

c. Penggunaan hukum pidana ha
rus pula memperhatikan kapasi
tas atau kemampuan daya kerja
dari badan-badan hukum, yaitu
jangan kelampauan beban tu
gas (overbelasting)

Menurut Bassiouni'™® keputus
an untuk melakukan kriminalisasi
harus didasarkan pada faktor-faktor
kebijakan tertentu yang memperhati
kan dan mempertimbangkan ber
macam-macam faktor termasuk :

a. Keseimbangan sarana yang di
gunakan dalam hubungannya
dengan hasil yang dicari atau
yang ingin dicapai (the propor
tionality of the means used
relationship to the outcome
obtained);

b. Analisis biaya terhadap hasil-
hasil yang dipercleh dalam hu-
bungannya dengan tujuan yang
dicari (the cost analisys if the
outcome in relationship to the
objectives sought)

c. Penilaian. atau penaksiran tu-
juan-tujuan yang dicari itu dalam
kaitannya dengan prioritas-prio-
ritas lainnya dalam pengalokasi
an sumber-sumber tenaga ma
nusia (the appraisal of objecti

M9 M. Cherif Bassiouni, Substantive Criminal Law, hal, 82, Kluwer Deventer Holland, 1978
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ves sought in relationship to

other priorities in the allocation

or resources of humanpower)

d. Pengaruh sosial dari kriminali
sasi dan dekriminalisasi yang
berkenaan dengan (dipandang
dari segi) pengaruh-pengaruh
nya yang sekunder (the social
impact of criminalization and
decriminalization in terms of its
secondary effects)

Selanjutnya dikemukakan bah
wa problem dari pendekatan yang
berorientasi pada kebijakan adalah
cenderung untuk menjadi pragmatis
dan kuantitatif serta tidak memberi
kemungkinan untuk masuk nya
faktor-faktor yang subyektif,
misalnya nilai-nilai ke dalam proses
pembuatan keputusan. Namun de

mikian pendekatan yang ber
orientasi pada kebijakan ini,
menurut  Bassiouni  seharusnya

dipertimbangkan sebagai salah satu
scientific device dan digunakan
sebagai alternatif dari pendekatan
yang secara emosional diorientasi
kan pada pertimbangan nilai (the
emotional laden calue judgement
approach) yang kebanyakan diikuti
oleh badan-badan legislatif. Di
kemukakan pula bahwa perkem-
bangan a policy oriented approach
ini lamban datangnya karena proses
legislatif belum siap untuk pendekat
an yang demikian. Masalahnya
antara lain terletak pada sumber-
sumber keuangan untuk melakukan
orientasi ilmiah itu.

Kelembagaan seperti yang di
kemukakan di atas ditambah
dengan proses kriminalisasi yang
berlangsung terus tanpa didasarkan
pada penilaian-penilaian yang teruji

111 "
Ibid
112

"3 sudarto, Op.Cit, hal. 161
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dan tanpa didasarkan pada penilai
an-penilaian yang teruji dan tanpa
suatu evaluasi mengenai pengaruh
nya terhadap keseluruhan sistem,
menurut Bassiouni'"" mengakibat
kan timbulnya dua masalah :

a. Kirisis kelebihan kriminalitas (the
crisis of evercriminalization);

b. Krisisi kelampauan batas dari
pidana (the crisis of overreach
of the criminal law)

Krisis yang pertama menyang
kut mengenai banyaknya atau me
limpahnya jumlah Kkejahatan dan
perbuatan-perbuatan yang  dikri
minalisasikan, sedangkan yang ke
dua mengenai usaha mengendali
kan kejahatan dengan tidak meng
gunakan sanksi pidana yang efektif.

Pendekatan kebijakan seperti
dikemukakan di atas jelas merupa
kan upaya yang rasional, karena
karakteristik dari suatu politik krimi
nal yang rasional tidak lain dari pe
nerapan metode-metode yang ra
sional. Menurut G.P. Hoefnagel''?
suatu politik kriminal harus rasional,
kalau tidak demikian tidak sesuai
dengan definisi sebagai a rational
total of the responses to crime. Di
samping itu, hal ini penting karena
konsepsi mengenai kejahatan dan
kekuasaan atau proses untuk me
lakukan kriminalisasi sering ditetap
kan secara rasional.

Pendekatan yang rasional
memang merupakan pendekatan
yang seharusnya melekat pada se
tiap langkah kebijakan. Hal ini me
rupakan konsekuensi logis, karena
seperti dikatakan oleh Soedarto'"
bahwa dalam melaksanakan pemilih
an dari sekian banyak alternatif
yang dihadapi. Ini berarti bahwa

G.P. Hoefnagel, The Other Side of Criminologi, hal. 99,102 dan 106, Kluwer Deventer, Holland, 1973
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suatu politik kriminal dengan meng
gunakan hukum pidana harus me
rupakan suatu usaha atau langkah-
langkah yang dibuat dengan senga
ja dan sadar. Dengan demikian, me
milih dan menetapkan hukum pida
na sebagai sarana untuk melakukan
penanggulangan kejahatan harus
benar-benar telah mempertimbang
kan semua faktor yang dapat men
dukung berfungsinya atau bekerja
nya hukum pidana dalam kenyata
an. Jadi diperlukan pula pendekatan
yang fungsional yang merupakan
pendekatan yang melekat (inheren)
pada setiap kebijakan yang rasional.

Keputusan  Seminar  Krimi
nologi ke-3 tahun 1976 di Semarang
menetapkan, bahwa hukum pidana
hendaknya dipertahankan sebagai
salah satu alat untuk social defence
dalam arti melindungi masyarakat
terhadap kejahatan dengan mem
perbaiki atau memulihkan kembali
(rehabilitate) si pembuat tanpa me
ngurangi keseimbangan kepenting
an perorangan (pembuat) dan ma
syarakat (Keputusan, Ill.b).

Pemilihan pada konsep per
lindungan masyarakat ini pun mem
bawa konsekuensi pada pendekat
an yang rasional, seperti yang di
kemukakan oleh J. Andenaes se
bagai berikut:

Apabila orang mendasarkan
hukum pidana pada konsepsi per
lindungan masyarakat, maka tugas
selanjutnya adalah mengembang
kan serasional mungkin. Hasil mak
simal harus dicapai dengan biaya
yang minimal bagi masyarakat dan
minimal penderitaan bagi individu.
Dalam hal ini demikian orang harus
mengendalikan pada hasil penelitian
iimiah mengenai sebab-sebab ke
jahatan dan efektivitas dari ber
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macam-macam sanksi (if on bases
the penal law on the concept of
social defence, the task will then be
to develop it as rationally as
possible. The maximum result must
be achieved with the minimum of
expense fto society and the mini
mum of suffering for the individual.
In this task, one must build upon the
results of scientific research into the
causes of crime and the effective
ness of the various forms of

sanction).
Dari pendapat J. Andenaes di
atas, jelas terlihat bahwa pen

dekatan kebijakan yang rasional ber
kaitan erat pula dengan pendekatan
ekonomis  dalam  penggunaan
hukum pidana. Pendekatan ekono-
mis di sini tidak hanya dimaksudkan
untuk mempertimbangkan antara
biaya atau beban yang ditanggung
masyarakat (dengan dibuat/diguna
kannya hukum pidana) dengan hasil
yang ingin dicapai, tetapi juga dalam
arti mempertimbangkan efektivitas
hukum pidana itu sendiri.

Menurut Bassiouni, tujuan-tu
juan yang ingin dicapai oleh hukum
pidana pada umumnya terwujudnya
dalam kepentingan-kepentingan so
sial yang mengandung nilai-nilai
tertentu yang dilindungi. Kepen
tingan-kepentingan tersebut sebagai
berikut:

a. Pemeliharaan tertib masyarakat;
b. Perlindungan warga masyarakat
dari kejahatan, kerugian atau ba
haya-bahaya yang dapat di
benarkan yang dilakukan oleh

orang lain;

c. Memasyarakatkan kembali (re
sosialisasi) para pelanggar
hukum;

d. Memelihara atau mempertahan
kan integritas pandangan-pan




dangan dasar tertentu mengani
keadilan sosial, martabat kema
nusiaan dan keadilan individu.
Selanjutnya ditegaskan, bahwa
sanksi pidana harus disepadan kan
dengan kebutuhan untuk me
lindungi dan mempertahankan ke
pentingan-kepentingan ini, pidana
hanya dibenarkan apabila ada suatu
kebutuhan yang berguna bagi
masyarakat. Suatu pidana yang
tidak diperlukan, tidak dapat dibenar
kan dan berbahaya bagi masya
rakat. Berdasarkan pandangan yang
demikian, Bassiouni menyatakan,
bahwa disiplin hukum pidana bukan
hanya pragmatis, tetapi juga disiplin
yang berdasar dan Dberorientasi
pada nilai (not only pragmatic but
also value based and value
oriented)''* Dengan demikian dapat
dinyatakan, bahwa dalam melaksa
nakan politik pada hukum pidana di
perlukan pendekatan yang berorien
tasi pada kebijakan yang lebih ber
sifat pragmatis dan juga pendekatan
yang berorientasi pada nilai.
Menurut Muladi dan Barda
Nawawi Arief,'"® antara pendekatan
kebijakan dan pendekatan yang ber
orientasi pada nilai jangan terlalu di
lihat sebagai suatu dikotomi, karena
dalam pendekatan kebijakan sudah
seharusnya juga dipertimbangkan
faktor-faktor nilai. Sebab kebijakan
kriminal tidak dapat dilepaskan
sama sekali dari masalah nilai.
Terlebih lagi bagi Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 yang bertujuan membentuk
‘manusia Indonesia seutuhnya’.
Apabila hukum pidana dan pidana
akan digunakan sebagai sarana
untuk mencapai tujuan tersebut,
maka pendekatan humanis harus

14 Cherif Bassiouni, Op.Cit. hal. 78
115
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pula diperhatikan. Hal ini penting,
tidak hanya karena kejahatan itu
pada hakikatnya merupakan masa
lah kemanusiaan (human problem),
tetapi juga karena hakikatnya pi
dana itu sendiri mengandung unsur
penderitaan yang dapat menyerang
kepentingan atau nilai yang paling
berharga bagi manusia.

Pendekatan humanis dalam
penggunaan sanksi pidana tidak
hanya berarti bahwa pidana yang
dikenakan kepada si pelanggar
harus sesuai dengan nilai-nilai ke
manusiaan yang beradab, tetapi
juga harus dapat membangkitkan
kesadaran si pelanggar akan nilai-
nilai kemanusiaan dan nilai per
gaulan hidup bermasyarakat. Sehu-
bungan dengan terakhir ini, patut
kiranya dikemukakan konsepsi ke
bijakan pidana dari aliran social
defence (The Penal Policy of Social
Defence) menurut Marc Ancel yang
bertolak dari konsepsi pertanggung
jawaban yang bersifat “perlindungan
masyarakat” atau social defence
yang dikaitkan dengan masalah re
habilitasi dan resosialisasi sudah
sering digunakan di Indonesia, se
perti yang terlihat (misalnya) dalam
Seminar Kriminologi ke-3 tahun
1976 dan Simposium Pembaharuan
Hukum Pidana Nasional pada tahun
1980 di Semarang.

Menurut Marc Ancel, pertang-
gungjawaban yang didasarkan pada
kebebasan individu merupakan ke
kuatan penggerak yang utama dari
proses penyesuaian sosial (the
main driving force of the process of
social readaptatio). Diakui olehnya,
bahwa masalah determinasi dan
indeterminasi merupakan problem
filosofis yang berada di luar ruang

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, hal. 167, Alumni Bandung, 1984
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lingkup politik hukum pidana dan
pidana, akan tetapi ditegaskan,
bahwa politik hukum pidana yang
modern hampir selalu mensyaratkan
adanya kebebasan individu.

Tujuan utama dari setiap per
lakuan readaptasi sosial harus di
arahkan pada perbaikan penguasa
an diri sendiri. Oleh karena itu,
masalah pertanggungjawaban se
harusnya tidak bolah diabaikan, me
lainkan justru harus diperkenalkan
kembali sebagai suatu pertanggung
jawaban pribadi. Reaksi terhadap
perbuatan anti sosial justru harus di
pusatkan pada konsepsi pertang
gungjawaban pribadi ini. Pertang
gungjawaban yang dimaksud (oleh
Marc Ancel) berlainan dengan
pandangan klasik yang mengarti
kannya sebagai “pertanggungjawab
an moral secara murni’ (the purely
moral responsibility) dan berbeda
pula dengan pandangan positivist
yang mengatikannya sebagai “per
tanggungjawaban menurut hukum
atau pertanggungjawaban objektif’
(legal or objective vieus of respon
sibility) menurut Marc Ance; me
nekankan pada perasaan kewajiban
moral pada diri sendiri (individu) dan
olen karena itu mencoba untuk
merangsang ide tanggung jawab/
kewajiban sosial terhadap anggota
masyarakat yang lain dan juga men
dorongnya untuk menyadari morali
tas sosial. Pengertian yang demi-
kian merupakan konsekuensi dari
pandangan Marc Ancel yang me
lihat kejahatan sebagai gejala ke
manusiaan, yaitu kejahatan me
rupakan suatu manifestasi dari ke
pribadian si pelaku''® Lebih lanjut
dikemukakan, bahwa perlu kiranya
pendekatan sebagai a personal
disease atau a human or individually
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pathological  phenomenon  dise
imbangkan dengan pendekatan
humanis yang bertolak dari kon
sepsi kejahatan sebagai a socially
pathological phenomenon.

Penggunaan sarana penal atau
(hukum) pidana dalam suatu politik
kriminal memang bukan merupakan
posisi strategis dan memang
banyak menimbulkan persoalan. Se
baliknya, bukan pula suatu langkah
kebijakan yang dapat disederhana
kan dengan mengambil sikap
ekstrem untuk menghapuskan saja
hukum pidana dan pidana sama
sekali. Persoalannya tidak ter letak
pada masalah eksistensinya, tetapi
terletak pada masalah kebijak an
penggunaannya. Oleh karena itu,
sebagai suatu masalah kebijakan/
politik, sudah barang tentu peng
gunaannya pun tidak dilakukan se
cara absolut, karena pada hakikat
nya tidak ada absolutisme dalam
bidang kebijakan/politik.

3. Tahap Pelaksanaan Politik

Hukum Pidana

Upaya penanggulangan ke
jahatan dengan hukum pidana pada
hakikatnya juga merupakan bagian
dari upaya penegakan hukum. Oleh
karena itu, sering pula dikatakan
bahwa politik atau kebijakan hukum
pidana merupakan bagian pula dari
politik atau kebijakan penegakan
hukum.

Telah dikemukakan sebelum
nya, bahwa dilihat sebagai suatu
proses kebijakan, pelaksanaan po
litik hukum pidana pada hakikatnya
merupakan penegakan kebijakan
melalui beberapa tahap :

a. Tahap formulasi, yaitu tahap
penegakan/pelaksanaan politik
hukum pidana in abstracto oleh




badan pembuat undang-un
dang. Tahap ini sering pula di
sebut tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap aplikasi, yaitu tahap pe
nerapan politik hukum pidana
oleh para penegak hukum,
mulai dari kepolisian sampai
dengan pengadilan. Tahap ke
dua ini sering pula disebut tahap
kebijakan yudikatif.

c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pe
laksanaan politik hukum pidana
secara konkret oleh aparat pe
laksana pidana. Tahap ini sering
pula disebut tahap kebijakan
eksekutif atau administrasi.

Ketiga tahap tersebut dilihat
sebagai suatu usaha atau proses
rasional yang sengaja direncanakan
untuk mencapai tujuan tertentu,
jelas harus merupakan suatu jalinan
mata rantai aktivitas yang merupa
kan perwujudan dari kebijakan
nasional. Jadi tegasnya, kebijakan

(pembangunan) nasional harus

diusahakan terwujudnya pada tahap

pelaksanaan politik hukum pidana
itu. Inilah makna dari konsekuensi
dari pernyataan bahwa politik hu
kum pidana merupakan bagian
integral dari politik sosial seperti
diuraikan di muka. Jadi tersimpul di
dalamnya pengertian social
engineering by “kemampuan yang
lebih” atau “kemampuan plus” dari
setiap aparat penegak hukum pi
dana, yaitu tidak hanya kemampuan

di bidang yuridis, tetapi juga ke

sadaran, pengetahuan dan kemam

puannya memadai di bidang pem
bangunan, sulit diharapkan berhasil
nya ‘“pembangunan masyarakat

dengan hukum pidana’. Disamping
itu, karena pembangunan mengan
dung berbagai dimensi (multi di
mensi), maka juga peningkatan
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berbagai pengetahuan (multi disip
lin).

Selain yang telah dikemuka
kan di atas, agar polittk hukum
pidana dapat menunjang program-
program pembangunan, maka patut
diperhatikan Guiding Principle yang
dikemukan oleh Kongres PBB ke-7,
antara lain berbunyi: “Bahwa perlu
dilakukan studi dan penelitian me
ngenai hubungan timbal balik antara
kejahatan dengan beberapa aspek
tertentu dari pembangunan.” Di
tegaskan dalam Guiding Principle
tersebut, “Bahwa studi itu sejauh
mungkin dilakukan dari perspekitif
interdisipliner dan ditujukan untuk
perumusan kebijakan dan tindakan
praktif.” Studi demikian dimaksud
kan untuk meningkatkan sifat res
ponsif dari kebijakan pencegahan
kejahatan dan peradilan pidana
dalam rangka merubah Kkondisi-
kondisi sosial, ekonomi, budaya,
dan politik. Dengan demikian, pe
ngetahuan yang memadai daripada
penegak hukum mengenai be
berapa aspek dari pembangunan
dan hubungan timbal baliknya
dengan kejahatan, tidak hanya pen
ting dalam merumuskan politik
hukum pidana pada tahap formulasi,
tetapi juga pada tahap aplikasi yang
lebih bersifat operasional.

Dalam hubungan dengan ta
hap aplikasi, sangat diharapkan per
hatian para penegak hukum ter
hadap Guiding Principle  dari
Kongres PBB ke-7 yang menyata
kan: “Kebijakan pencegahan ke
jahatan dan peradilan pidana harus
memperhitungkan sebab-sebab so
sio ekonomi" (Policies for crime
prevention and criminal justice
should take into account the
structural including socio economic
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causes of injustice). Ini berarti pe
ngetahuan yang memadai dari
penegak hukum mengenai sebab-
sebab ketidakadilan atau ketimpang
an (termasuk sebab-sebab terjadi
nya kejahatan) yang bersifat struk
tural sebagai dampak dari kebijakan
pembangunan, dapat dipertimbang
kan sebagai salah satu faktor untuk
menyertakan suatu perbuatan se
cara material tidak melawan hukum
dan/atau sebagai suatu alasan mem
peringan pemidanaan.

Kegagalan hukum pidana da
lam menanggulangi kejahatan, ter
bukti dengan meningkatnya kejahat
an dari tahun ke tahun. Peningkatan
itu tidak hanya dari segi kuantitas
nya tetapi juga pada kualitasnya.
Misalnya penggunaan teknologi
canggih dan perubahan pola modus
operandi yang melahirkan kejahatan
white collar, seperti kejahatan kor
porasi, kejahatan pemalsuan pajak,
kejahatan komputer, pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup,
penipuan konsumen dan sebagai
nya dengan korban yang tidak
hanya berorientasi kepada individu,
tetapi juga kepada masyarakat dan
bahkan negara. Barda Nawawi
Arief''” menyatakan bahwa “tindak
pidana ekonomi dan tindak pidana
lingkungan merupakan salah satu
bentuk dan dimensi perkembangan
kejahatan yang ada di dunia inter
nasional”.

Kongres PBB ke-5 tahun 1975
di Jenewa membicarakan be berapa
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bentuk dan dimensi ke jahatan,

antara lain:

a. Crime as business, yaitu bentuk
kejahatan yang bertujuan men
dapatkan keuntungan material
melalui kegiatan dalam bidang
usaha (bisnis) atau industri,
yang pada umumnya dilakukan
secara terorganisir dan dilaku
kan oleh mereka yang mem
punyai kedudukan terpandang
di dalam masyarakat.

b. Perbuatan kekerasan yang ber
sifat transnasional dan inter
nasional yang bisa disebut per
buatan “teroris”

c. Kejahatan yang berhubungan
dengan perpindahan tempat,
misainya mengenai pelanggar
an paspor dan visa, pelacuran
dan sebagainya. Masalah yang
ber hubungan dengan pengung
si, antara lain pengalihan bantu
an dan spionase.

Menurut Muladi'™® “Perkem-
bangan kejahatan ini telah melewati
batas-batas negara dan menunjuk
kan adanya kerjasama kejahatan
yang bersifat regional dan inter
nasional. Hal ini nampaknya me
rupakan hasil sampingan dari per
kembangan sarana transportasi dan
komunikasi modern.” Terdapatnya
masalah dalam penanggulangan
kejahatan melalui penegakan hu
kum pidana, telah menimbulkan
krittk dan kecaman yang sangat
pedas terhadap penggunaan hukum
pidana dan pidana.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ekonomi dan

Lingkungan Hidup, Makalah yang disajikan dalam Penataran Hukum Pidana Angkatan IV yang
diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Unsoed di Purwokerto tanggal 25 Maret — 10 April 1990
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Muladi, Sistem Peradilan Pidana dan Relevansinya dengan Instrumen-instrumen Internasional,

Makalah yang disajikan dalam Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi yang
diselenggarakan oleh Undip di Semarang tanggal 13 - 31 Januari 1993




Penanggulangan kejahatan
dengan menggunakan (hukum) pi
dana oleh Gene Kassebaum disebut
sebagai older philosophy of control.
Pendapat lain menyatakan, bahwa
(hukum) pidana merupakan “pening
galan dari kebiadaban kita masa
lalu (a vestige of our savage past)”
yang seharusnya dihindari. Pen
dapat ini nampaknya didasarkan
pada pandangan, bahwa pidana
merupakan tindakan perlakuan atau
pengenaan penderitaan yang ke
jam. Memang sejarah hukum pidana
menurut M. Cherif Bassiouni penuh
dengan gambaran-gambaran me
ngenai perlakuan yang oleh ukuran-
ukuran sekarang dipandang kejam
dan melampaui batas. Dikemukakan
selanjutnya bahwa gerakan pem
baharuan pidana di Eropa Konti
nental dan di Inggris, terutama
justru merupakan reaksi humanistis
terhadap kekejaman pidana. Atas
dasar pandangan yang demikian
pulalah kiranya, ada pendapat yang
menyatakan bahwa teori retributif
atau teori pembalasan dalam hal
pemidanaan merupakan a relic of
barbarism. '

Disamping kegagalan hukum
pidana memenuhi fungsinya, dasar
pemikiran lain yang menjadi pe
nyebab penolakan terhadap peng
gunaan hukum pidana dan pe
midanaan dalam menanggulangi
kejahatan, yakni adanya paham
‘determinisme” yang menyatakan
bahwa orang tidak mempunyai ke
hendak bebas dalam melakukan
suatu perbuatan, karena dipenga
ruhi oleh watak pribadinya, faktor-
faktor biologis maupun faktor-faktor
lingkungan kemasyarakatan. Deng
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121 Barda Nawawi Arief dan Muladi, Op.Cit. hal. 151
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an demikian, kejahatan tidak dapat
dipersilahkan atas perbuatannya
dan tidak dapat dikenakan pidana.
Karena seorang penjahat merupa
kan jenis manusia khusus yang
memiliki ketidaknormalan organik
dan mental, maka bukan pidana
yang seharusnya dikenakan ke
padanya, melainkan tindakan-tindak
an perawatan yang bertujuan mem
perbaiki. Pandangan deteriminisme
inilah yang menjadi ide dasar dan
sangat mempengaruhi aliran positif
di dalam kriminologi dengan tokoh
nya antara lain Lambroso, Garofalo
dan Ferri.

Kampanye anti pidana ter
sebut masih terdengar di abad ke-
20 ini, dengan slogan barunya yang
terkenal the struggle against punish
atau abolition of punishment. Di
temukan oleh seorang ahli psy
chiatry forensic sekaligus seorang
kriminolog bernama Olof Kingberg
bahwa kejahatan pada umumnya
merupakan perwujudan dari ketidak
normalan atau ketidakmatangan si
pelanggar (the exoression of an
offrenders abnormality or immaturi
ty) dari pada (punishment). Krimi
nolog lainnya bernama Karl me
ngatakan, “sikap memidana” (puniti
ve attitude) harus diganti dengan
“sikap mengobati® (therepeutic
attitude).'’

Ide penghapusan pidana ini
dikemukakan pula oleh Filippo
Gramatica, seorang tokoh ekstrim
dari aliran defence sociale yang
merupakan perkembangan lebih
lanjut dari aliran modern. Menurut
Gramatica, hukum perlindungan
sosial harus menggantikan hukum
pidana yang ada sekarang. Tujuan

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, hal. 149-150, Alumni Bandung
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utama hukum perlindungan sosial
adalah mengintegrasikan individu ke
dalam tertib sosial dan bukan pe
midanaan terhadap perbuatannya.
Hukum perlindungan sosial men
syaratkan penghapusan pertang
gungjawaban pidana (kesalahan)
dan tempatnya digantikan oleh
pandangan tentang perbuatan anti
sosial. Jadi pada prinsipnya ajaran
Gramatica menolak Kkonsepsi-kon
sepsi mengenai tindak pidana,
penjahat dan pidana.'®

Berdasarkan uraian di atas,
penulis tertarik untuk mengadakan
suatu penelitian yang dituangkan
dalam sebuah tesis yang diberi judul
“Pelaksanaan Politik Hukum Pidana
dalam upaya Menanggulangi Keja-
hatan”.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas,
dapatlah ditarik kesimpulan sebagai
berikut:

1. Pelaksanaan politik hukum pi
dana adalah proses atau cara
mewujudkan  peraturan  per
undang-undangan pidana yang
sesuai dengan keadaan dan
situasi pada suatu waktu dan
untuk masa yang akan datang
dalam arti memenuhi syarat
keadilan dan daya guna.

2. Pelaksanaan politk hukum pi
dana dalam penegakan hukum
pidana di Indonesia meng
gunakan berbagai pendekatan
secara integral, vyaitu pen
dekatan kebijakan penal dan
non penal, pendekatan kebijak
an dan nilai dan sebagainya.
Disamping itu pelaksanaan po
litk hukum pidana dalam pe
negakan hukum dilakukan me
lalui 3 (tiga) tahap, yaitu per

2 \bid

tama tahap formulasi, kedua
tahap aplikasi, dan ketiga tahap
eksekusi.
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